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DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA
(Finansial dan Non Finansial)

Aatina lzzati Penta Harnowati
Susi Sarumpaet

Fitra Dharma

Abstract

The objective of this research is to find out whether human development index, the size of
local government, the dependency level, the types of governments and number of audit
findings are associated with the financial statements disclosures. We separated the analysis
into financial and non-financial disclosures. This research used 481 district and municipal
local governments in Indonesia. The research result show that financial disclousures is
associated with human development index. Number of audit findings are associated with non
financial disclousures. But we could not find the association between financial disclousures
with size of local government, dependency level, types of government and number of audit
findings. Neither could we find the link between non-financial disclosures with human
development index, size of local government, dependency level, types of government.

Keywords: disclosure, local government financial statement
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat pembangunan manusia, ukuran
pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, tipe pemerintahan dan jumlah temuan audit
mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah baik pengungkapan
finansial maupun non finansial. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 481 pemerintah
daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan tingkat pembangunan
manusia memiliki hubungan dengan pengungkapan finansial pada laporan keuangan. Variabel
jumlah temuan audit terbukti meningkatkan pengungkapan non finansial pada laporan
keuangan. Penelitian kami tidak bisa membuktikan adanya hubungan ukuran pemerintah
daerah, tingkat ketergantungan, tipe pemerintahan dengan pengungkapan finansial dan non
finansial.

Kata kunci: pengungkapan, laporan keuangan pemerintah daerah



l. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan pada pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah dituntut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
demi terwujudnya good public governance (KNKG, 2008). Laporan keuangan merupakan bentuk
mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal
maka laporan keuangan yang diaudit harus dilampiri dengan pengungkapan. Laporan keuangan
pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dipertegas
dengan pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Healy dan Palepu (2001) mendefinisikan pengungkapan sebagai komunikasi informasi ekonomi, baik
keuangan atau non-keuangan, kuantitatif atau sebaliknya, mengenai posisi keuangan perusahaan dan
kinerja. PP No 71 Tahun 2010 menyebutkan laporan finansial terdiri dari kebijakan akuntansi yang
digunakan dan item — item dalam laporan keuangan. Laporan non finansial pada laporan keuangan
lebih pada hasil kinerja pemerintah daerah. Informasi non finansial pada laporan keuangan penting
karena masyarakat sebagai principal berhak mengetahui hasil kinerja pemerintah daerah sebagai
agent. Hal ini didukung oleh Undang — undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai

penyelenggaraan negara.

Pengungkapan wajib laporan keuangan masih rendah yang dibuktikan dengan penelitian Suhardjanto
Dan Yulianingtyas (2011) menyatakan tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Tahun 2008
adalah sebesar 30,85% menggunakan 34 indeks pengungkapan finansial laporan keuangan. Penelitian
Martani dan Lestiani (2012) menyatakan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2006
sebesar 35,45%. Peningkatan pengungkapan wajib laporan keuangan dibuktikan dalam penelitian
Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyebutkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan
tahun 2008 — 2009 sebesar 52,09%. Arifin (2014) menyatakan bahwa pengungkapan wajib Laporan
Keuangan Tahun 2010 adalah 69,60%

Penelitian Arifin (2014) membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan
variabel kontrol menjadi prediktor signifikan secara statistik dari tingkat pengungkapan wajib.
Peningkatan pembangunan manusia dapat meningkatkan perspektif yang lebih baik bagi masyarakat
dalam mengawasi pemerintahannya dan memajukan good public governance di daerahnya (Rajkumar
dan Swaroop, 2004).

Ukuran pemerintah daerah yang semakin besar akan menanggung akuntabilitas yang lebih besar

sehingga permintaan terhadap informasi keuangan pemerintah meningkat (Giroux dan McLelland,



2003). Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah
mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil
penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah bukan
merupakan variabel prediktor pengungkapan wajib laporan keuangan. Robbins dan Austin (1986)
menyatakan pemerintah daerah dengan ketergantungan finansial yang tinggi cenderung memiliki
tingkat pengungkapan yang tinggi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah
terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota
lebih kompleks dibanding kabupaten dikarenakan masyarakat yang memiliki keberagaman latar
belakang sosial dan pendidikan. Penelitian Susbiyani,dan lain - lain (2014) membuktikan bahwa tipe
daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Sebaliknya, Penelitian
Martani dan Lestiani (2012) menemukan tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh dengan tingkat
pengungkapan.

Temuan audit yang banyak maka pemerintah daerah memenuhi rekomendasi BPK RI dalam
melakukan koreksi sehingga akan berupaya untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.
Hasil penelitian Martani dan Lestiani (2012) menyatakan bahwa jumlah temuan audit memiliki
hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah

daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah,
pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan serta faktor — faktor yang
mempengaruhinya dengan menggunakan variabel tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah
daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, tipe pemerintahan dan temuan audit. Variabel
prediktor di atas mungkin dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
secara keseluruhan sedangkan pengungkapan laporan keuangan terdapat pengungkapan finansial dan
non finansial. Penulis tertarik membagi tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi tingkat
pengungkapan finansial dan non finansial untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah daerah

melakukan pengungkapan laporan keuangan.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Pada teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah
kontrak dimana satu atau lebih pemilik (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan
beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan
keputusan kepada agent.

Menurut Moe (1984), di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan — kesepakatan

principal — agen yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih — legislatur, legislatur —



pemerintah, menteri keuangan — pengguna anggaran, perdana menteri — birokrat, dan pejabat —
pemberi pelayanan.

Dalam organisasi pemerintah, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada
hubungan agen — principal, di mana pemerintah pusat adalah principal dan pemerintah daerah sebagai
agen. Hubungan muncul pertama dengan otonomi daerah di mana pemerintah daerah adalah adanya
suatu proses politik. Para pemimpin pemerintah daerah dipilih langsung dari daerah proses pemilihan
(pilkada). Namun, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab, selain
kepada masyarakat setempat sebagai pemilih, tetapi juga bertanggung jawab kepada pemerintah pusat
(Fadzil dan Nyoto, 2011).

Halim dan Abdullah (2010) menyebutkan bahwa pada pemerintahan,peraturan perundang — undangan
secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik. Aturan keuangan
negara yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah UU 17/2003, UU
1/2004, dan UU 15/2004.

Elaborasi teori keagenan meliputi proses penganggaran dalam organisasi pemerintah. Fakta bahwa
melalui teori keagenan, eksekutif adalah agen diantara legislatif dan publik dan legislatif adalah agen
dari masyarakat sebagai pemilih. Posisi legislatif sebagai wakil dari masyarakat, dalam kejadian
asimetri informasi dapat menyebabkan perilaku oportunistik seperti adverse selection dan moral
hazard (Shi dan Svenson, 2002). Dalam rangka meminimalkan perilaku oportunistik, rakyat
menginginkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik.
2.2.  Pengungkapan Laporan Keuangan

Mardiasmo (2009) menyatakan Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi
anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial

dan non financial.

Healy dan Palepu (2001) mendefinisikan pengungkapan sebagai komunikasi informasi ekonomi, baik
keuangan atau non-keuangan, kuantitatif atau sebaliknya, mengenai posisi keuangan perusahaan dan
kinerja. Definisi disclousure menurut Siegel dan Shim (1994) adalah pengungkapan atas informasi
yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan. Informasi
ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan
kebijakan perusahaan. Pengungkapan finansial pada PP 71 Tahun 2010 terdiri dari kebijakan keuangan
dan item — item dalam laporan keuangan sedangkan laporan non finansial lebih pada kinerja
pemerintah daerah yaitu kebijakan fiskal, ekonomi makro, target anggaran daerah, kinerja keuangan

dan informasi non keuangan lainnya.



Pengungkapan menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) diklasifikasikan menjadi 3 tingkat,
yaitu: pengungkapan memadai, pengungkapan wajar, pengungkapan penuh (full disclosure). PP 71
Tahun 2010 menyatakan pengungkapan lengkap (full disclosure) Laporan keuangan pemerintah
harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang
dibutuhkan pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran Il tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual, SAP terdiri dari sebelas Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan = PSAP) yang secara
agregat merupakan poin referensi bagi lembaga pemerintah Indonesia dalam penyusunan laporan
keuangan termasuk neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Robbins dan Austin (1986) melakukan penelitian pada 200 kota terbesar di USA untuk mengukur
sensitivitas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah
tahun 1981dengan menggunakan metode coumpound measure dan undimensional (simple) measure.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrative powers dan management incentives berkorelasi
dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan sedangkan coalition of voters yang diproksikan
dengan pendapatan perkapita tidak berkorelasi dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Rata
— rata tingkat pengungkapan laporan keuangan yang diukur dengan 27 indeks pengungkapan adalah
sebesar 57,31%.

Ingram (1984) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara faktor ekonomi dan variasinya
dalam praktik akuntansi pemerintahan dengan jumlah sampel sebesar 49 negara bagian USA. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berhubungan positif dan signifikan
dengan coalition of voters, administrative selection process dan management incentives. Sedangkan

faktor alternative information source mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan.

Arifin  (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan isomorfis terhadap tingkat
pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia serta menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut. Penelitian ini menggunakan
sampel 200 laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun 2010. Hasil pengujian variabel
yuridiksi, adanya bantuan dan pelatihan proporsi non dukungan partai dan variabel kontrol yaitu
IPM, tingkat kemandirian financial, merupakan prediktor dominan untuk tingkat pengungkapan wajib
dalam laporan keuangan pemerintah daerah (GCI). Jumlah temuan audit terbukti bukan prediktor

dari tingkat pengungkapan wajib.



2.4, Pengembangan Hipotesis
2.4.1. Tingkat Pembangunan Manusia

Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai suatu masyarakat.
Tingkat pembangunan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Adzani
dan Martani, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pembangunan daerah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan
manusia, IPM dinilai mampu mengukur dimensi — dimensi pokok dari pembangunan manusia (Badan
Pusat Statistik, 2015).

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan dengan menggunakan
indikator: 1) kesehatan dengan menggunakan dimensi angka harapan hidup saat lahir, 2) pengetahuan,
menggunakan dimensi harapan lama sekolah dan rata — rata lama sekolah, 3) standar hidup layak
dengan menggunakan dimensi pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi akuntabilitas pemerintah. (Huther dan Shah,
1998). Semakin baik pertumbuhan IPM maka semakin baik pula kualitas kehidupan masyarakat
sehingga menghasilkan good governance (Ramachandran, 2002). Peran pendidikan, kesehatan dan
tingkat pendapatan merupakan faktor utama tingkat pembangunan manusia dan tingkat kesejahteraan
masyarakat yang merupakan salah satu tujuan nasional. Ketiga indikator ini merupakan kunci dari
pembangunan masyarakat sehingga, peningkatan ketiga indikator tersebut dapat meningkatkan
perspektif yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengawasi pemerintahannya dan memajukan good

public governance di daerahnya (Rajkumar dan Swaroop, 2002).

Schofer dan Meyer (2005) menyatakan bahwa tekanan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang
baik lebih besar di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah
dengan kualitas lingkungan secara keseluruhan lebih rendah cenderung memiliki IPM rendah,

berpotensi memiliki good governance yang lebih rendah.

Giroux dan McLelland (2003) mengungkapkan bahwa daerah dengan pendapatan per kapita
yang lebih tinggi memiliki permintaan atas akuntabilitas yang lebih tinggi. Masyarakat dengan
pendapatan per kapita yang tinggi  memiliki kecenderungan untuk mengawasi  pengelolaan
kekayaan pemerintah. Penelitian Ingram (1984) menyatakan coalitions of voters dengan
menggunakan proksi indeks urbanisasi, indeks kompetisi politik, pendapatan per kapita dan rata — rata
lamanya sekolah memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil
penelitian Adzani dan Martani (2014) menunjukkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif

terhadap tingkat perbaikan opini audit di daerahnya. Penelitian Arifin (2014) menyatakan bahwa



indeks pembangunan manusia merupakan prediktor signifikan dari tingkat pengungkapan wajib

laporan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat sebagai principal yang semakin baik maka
akan semakin tinggi tingkat kemampuannya dan bersikap kritis dalam mengawasi tata kelola keuangan
pemerintahannya sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel.
(Adzani dan Martani, 2014). Pemerintah daerah yang memiliki IPM tinggi diharapkan memiliki
pengungkapan wajib yang lebih baik karena mereka menerima tekanan yang lebih besar dari
masyarakat (Arifin, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berargumen bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan
manusia semakin baik kualitas kehidupan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengawasan
terhadap pengelolaan pemerintah daerah yang akan mempengaruhi pemerintah daerah untuk
menyajikan pengungkapan laporan keuangan secara penuh. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hia : Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Hip, : Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan financial
laporan keuangan pemerintah daerah

Hic : Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan non

financial laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.2. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang semakin besar maka akan semakin kompleks permasalahan di daerah
tersebut. Ukuran pemerintah diukur dalam berbagai cara. Beberapa ahli mengukur ukuran oleh
pendapatan tahunan, lainnya dengan jumlah karyawan penuh-waktu atau pangsa pasar (Patrick, 2007).
Pemerintah daerah yang berukuran besar umumnya memiliki total aset yang relatif besar (Baber,
1983).

Hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah
daerah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian
Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi
pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian berbeda pada penelitian
Patrick (2007) yang membuktikan ukuran pemerintah daerah merupakan penentu yang kuat dari
adopsi Government Accounting Standards Board 34 (GASB 34) yang bertujuan lebih memperjelas
posisi keuangan pemerintah daerah dengan mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan
informasi neraca lengkap. Penelitian Susbiyani, dan lain - lain (2014) menyatakan ukuran pemerintah

daerah mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan.



Pemerintah daerah dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan
mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang
daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto, Mandasari dan Brown,
2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam
pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007). Berdasarkan teori agensi, pihak
principal mendelegasikan suatu pekerjaan kepada pihak agent yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
Dalam konteks organisasi pemerintahan, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen
untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar
ukuran pemerintah maka semakin besar pula sorotan dari masyarakat dan politisi terhadap yang
dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sehingga pemerintah daerah sebagai agen
menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sebagai upaya peningkatan transparansi dan
mengurangi asimetri informasi. Semakin besar ukuran, pemerintah daerah akan menanggung
akuntabilitas yang lebih besar sehingga permintaan terhadap informasi keuangan pemerintah
meningkat (Giroux dan McLelland, 2003). Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang
dirumuskan sebagai berikut:

Hz. : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Hz, :Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan financial laporan
keuangan pemerintah daerah

Hz : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan non financial

laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Sebagian besar pendapatan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Pada tahun 2014,
komposisi pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari dana perimbangan mencapai lebih dari
50% dengan rincian dana hasil pajak/bukan pajak sebesar 16,23%, dana alokasi umum sebesar 76,07%
dan dana alokasi khusus sebesar 7,70% dari total dana perimbangan (Kemendagri, 2016). Pemerintah
pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Falkman dan Tagesson (2008) dalam Martani dan Lestiani (2012) menemukan bahwa kepatuhan
pemerintah daerah dengan standar akuntansi yang dipengaruhi oleh jumlah penghasilan yang diperoleh
dari hibah pemerintah pusat. Penelitian Robbin dan Austin (1986) menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara ketergantungan dan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah di Amerika Serikat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Martani dan
Lestiani (2012) yang membuktikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah tidak memiliki

hubungan signifikan dengan pengungkapan laporan keuangan



Menurut Ingram (1984), para kreditur mungkin memberikan batasan pada operasi pemerintah dan
mensyaratkan hal-hal yang harus diungkapkan untuk memantau kepatuhan dengan pembatasan.
Ketergantungan pada dana pihak ketiga harus meningkatkan keterbukaan. Sehingga ketergantungan
pemerintah daerah pada dana pemerintah pusat juga akan meningkatkan keterbukaan informasi laporan

keuangan.

Martani dan Lestiani (2012) menggunakan Jumlah dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah dibagi oleh total pendapatan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan
transfer terbesar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan
APBN. DAU digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari —
hari (Nordiawan, 2007).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dengan maksud mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan
kebutuhan dan potensi daerah. Besar DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal
(fiscal gap) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi
daerah (fiscal capacity). Dengan demikian, adanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah menimbulkan konsekuensi berupa monitoring dari pusat ke daerah terkait keleluasaan
pemerintah daerah dalam menggunakan dana tersebut, apakah untuk memberi pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya (Kawedar, Abdul, dan Sri, 2008). Hal ini sesuai
dengan teori agency, Pemerintah pusat sebagai principal akan memonitor dan mengevaluasi atas
penggunaan dana tersebut untuk belanja daerah. Pemerintah daerah sebagai agent akan berusaha
mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Ingram (1984) rasio intergovernmental revenue terhadap total pendapatan
mempresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat
ketergantungan yang tinggi akan cenderung meningkatkan pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah. Martani dan Lestiani, 2012, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memiliki
tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat jika proporsi pendapatan yang berasal
dari pemerintah pusat tinggi. Organisasi yang memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi akan
memiliki tekanan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan. Standar akuntansi adalah peraturan
pemerintah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan. Tingginya
ketergantungan pemerintah pusat cenderung meningkatkan pengungkapan informasi laporan
keuangan. Pemerintah pusat akan memantau dan mengevaluasi pemerintah daerah karena
memberikan dana untuk belanja pemerintah daerah. Jika proporsi APBD yang berasal dari pemerintah
pusat tinggi, pemerintah daerah akan meningkatkan pengungkapannya. Berdasarkan uraian tersebut,

penulis berargumentasi yang dirumuskan sebagai berikut:



Hsa : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Hs, : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan financial
laporan keuangan pemerintah daerah

Hsc : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan non

financial laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.4. Tipe Pemerintahan

Indonesia memiliki lebih dari dua belas ribu pulau dengan jumlah penduduk menurut sensus penduduk
tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa. Indonesia memiliki tiga tingkatan pemerintah, pemerintah pusat,
provinsi, dan kota atau kabupaten. Setiap jenis pemerintah daerah yang memiliki karakteristik populasi
yang berbeda.

UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi
wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota
selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi
bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah

kabupaten/kota.

Penelitian Martani dan Lestiani (2012) menemukan tipe pemerintah daerah memiliki hubungan positif
tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan. Dapat disimpulkan bahwa kedua jenis kota dan
kabupaten tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Ini berarti tidak
ada perbedaan tingkat pengungkapan antara tipe pemerintah daerah dari perspektif investor, ekonomi
kota yang lebih baik daripada yang kabupaten sehingga tingkat pengungkapan kota yang lebih baik
dari kabupaten. Hasil penelitian Susbiyani, dan lain — lain (2014) membuktikan bahwa tipe daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

Tingkat pengungkapan wajib mungkin terkait dengan jenis pemerintah daerah sebagai kabupaten atau
kotamadya. Wilayah kota merupakan tujuan favorit urbanisasi yang memiliki populasi yang besar dan
memiliki populasi lebih heterogen baik dari segi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kota memiliki
karakteristik faktor ekonomi yang kuat didukung oleh infrastruktur yang baik dan banyak pusat
kegiatan pendidikan untuk membuat kota lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena
itu, kota mungkin memiliki motivasi yang lebih besar untuk lebih transparan dalam mengungkapkan
laporan keuangan mereka (Ingram,1984 dan Martani dan Lestianingsih, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang dirumuskan sebagai berikut:
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Hasa : Tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

Ha, : Tipe pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan financial laporan
keuangan pemerintah daerah

Ha : Tipe pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan non financial

laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.5. Jumlah Temuan Audit

Berdasarkan UU 15/2004, hasil pemeriksaan BPK RI selain opini juga dapat. Di Indonesia, seluruh
pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak ada perbedaan
audior. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi,
2002). Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan olen BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan
BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK
merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas
pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPK menggunakan Standar Audit Keuangan Pemerintah yang mengacu pada standar audit umum
(standar audit internasional yang diadopsi oleh lkatan Akuntan Publik Indonesia). Audit BPK
memberikan tiga laporan kepada parlemen, laporan audit laporan keuangan, pengendalian internal
dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah (Martani dan Lestiani, 2012). Hal ini sesuai dengan
teori agency, untuk mengurangi asymetri informasi, Opini BPK diberikan dengan kriteria: sistem
pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan juga telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (BPK, 2011).

Menurut Ejoh dan Ejom (2014), teori keagenan menjelaskan perusahaan sebagai struktur yang
diperlukan untuk mempertahankan kontrak, dan melalui perusahaan, teori keagenan dimungkinkan
untuk melakukan kontrol yang mengurangi perilaku oportunistik dari agent. Dalam rangka untuk
menyelaraskan kepentingan agent dan principal, kontrak komprehensif ditulis untuk mengatasi
kepentingan kedua agent dan principal; dan hubungan ini diperkuat oleh principal mempekerjakan
seorang ahli untuk memantau agent. Dalam sektor publik, BPK merupakan ahli untuk memantau

pemerintah sebagai agen dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan UU 15/2004, hasil pemeriksaan BPK RI selain opini juga dapat berupa catatan temuan

pemeriksaan. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas temuan pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu temuan
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atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Temuan atas SPI terbagi menjadi tiga kelompok temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian
intern. Sementara temuan atas ketidakpatuhan terbagi menjadi lima Klasifikasi temuan, yaitu
indikasi/potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematan,
dan ketidak efektifan.

Penelitian Arifin (2014) yang menyatakan bahwa temuan audit bukan prediktor signifikan dari
pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil berbeda pada Penelitian Martani dan Lestiani (2012)
menunjukkan bahwa jumlah temuan audit berhubungan positif signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan
diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Sebab melalui temuan ini, BPK akan meminta adanya
koreksi dan peningkatan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin
besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan (Arifin,
2014 dan Martani dan Lestiani, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi yang
dirumuskan sebagai berikut:

Hs.a : Jumlah temuan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah

Hs, : Jumlah temuan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan financial
laporan keuangan pemerintah daerah

Hse : Jumlah temuan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan non

financial laporan keuangan pemerintah daerah.
2.5. Model Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, gambar 2.1 menyajikan model penelian dan variabel yang digunakan.

Tingkat Pembangunan Manusia

- Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan

- Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Finansial

- Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Non Finansial

Ukuran Pemerintah Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah

Tipe Pemerintah Daerah

LY/

Temuan Audit

Gambar 2.1. Model Penelitian
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3. METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, yaitu tahun 2014
dengan total 505 observasi pemerintah daerah kabupaten/kota. Sampel penelitian sebesar 481

observasi kabupaten/kota, sehingga sampel penelitian ini mewakili 95% dari populasi penelitian.
3.2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder variabel independen
berupa laporan neraca dan laporan realisasi anggaran tahun 2014 yang diperoleh dari BPK. Jumlah
temuan audit diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester | dan Il Tahun 2014 atas Laporan
Keuangan tahun 2013. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota tahun 2014 diperoleh dari
website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Sedangkan variabel dependen diperoleh dari Laporan
Tahunan 2014 yang telah diaudit BPK. Periode pengamatan tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah menggunakan tahun anggaran 2014.
3.3. Operasional Variabel

Tabel 3.1 menunjukkan teknik pengukuran variabel dependen yang terdiri dari pengungkapan LKPD,
pengungkapan finansial dan non finansial. Variabel independen terdiri dari tingkat pembangunan
manusia, ukuran, tingkat ketergantungan, tipe pemerintahan dan temuan audit.

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Koefisien  Variabel Pengukuran Variabel Hipotesis
DISC Pengungkapan LKPD Indeks Pengungkapan Laporan
Keuangan
DFIN Pengungkapan Finansial Indeks Pengungkapan Finansial
LKPD Laporan Keuangan
DNFIN Pengungkapan Non Indeks Pengungkapan Non
Finansial LKPD Finansial Laporan Keuangan
IPM Tingkat ~ Pembangunan Indeks Pembangunan Manusia Positif
Manusia
UKR Ukuran pemerintah Logaritma Natural Total aset Positif
daerah
DEP Ketergantungan Pemda DAU/Total Pendapatan Positif
TIPE Tipe Pemeritah Daerah Variabel dummy, 1 jika kota dan 2 Positif
jika Kabupaten
AUD Temuan Audit Jumlah  temuan audit tahun Positif
sebelumya

3.4. Alat Analisis

Alat uji yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah metode regresi linear berganda.

Pengujian analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat
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dengan beberapa variabel bebas. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu
dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah dalam
menganalisis digunakan SPSS 21.0.

DISC = a + a1IPMi + a2LNUKR; + a 3sDEP; + a 4TIPEi + a5AUD; + € .......... (Model 1)

DFin = o + a 1IPM; + a2LnUKR; + o 3sDEP; + o 4TIPE; + a5AUD; + € -......... (Model 2)

DNFin = a + a1IPMi + a 2LNUKR; + a.3DEP;i + o 4TIPE; + 05AUD; + € ........ (Model 3)

Keterangan :

DISC = Indeks scoring tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

DFin = Indeks scoring tingkat pengungkapan finansial pada laporan keuangan
pemerintah daerah.

DNfin = Indeks scoring tingkat pengungkapan non finansial pada laporan keuangan
pemerintah daerah.

a = Konstanta

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

LnUKR = Logaritma Natural Ukuran Pemerintah Daerah

DEP = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

TIPE = Tipe Pemerintah Daerah

AUD = Jumlah Temuan Audit

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskriptif Statistik

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Sampel Model 1,2 dan 3

Variabel N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
Tidak Bebas

DISC 481  29.63 45.68 75.31 60.8942 5.58162 31.154
DFIN 481  33.33 49.02 82.35 67.2211 4.16863 17.378
DNFIN 481 60 20 80 50.1386 13.13143 172.434
Bebas

IPM 481  58.40 25.38 83.78 66.4409 6.83324 46.693
UKR 481  3.85x10% 1.0x10™  3.9x10%  2.96x10%? 3.28x10%? L.07x10%
LNUKR 481 5.9494 25.3350 31.2844 28.4542 0.6508 0.4236
DEP 481  77.92 1.97 79.89 57.3201 13.83083 191.292
AUD 481 34.0 1 35 13.218 5.8517 34.2418

Tabel 4.1 menggambarkan statistik deskriptif dari variabel dependen indeks pengungkapan laporan
keuangan. Variabel dependen yang pertama dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan laporan
keuangan dari tujuh kategori pengungkapan sebanyak 81 item. Nilai berkisar dari minimal 45,68%
(Kabupaten Fakfak), dan maksimum 75,31% (Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Banda Aceh). Rata
— rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 60,89%. Variabel dependen
yang kedua dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan finansial pada laporan keuangan dari dua
kategori pengungkapan vyaitu kebijakan akuntansi dan item laporan keuangan dengan total

pengungkapan sebanyak 51 item. Nilai berkisar dari minimal 49,02% (Kabupaten Deiyai), dan
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maksimum 82,35% (Kabupaten Bangka Tengah). Rata — rata tingkat pengungkapan finansial laporan
keuangan pemerintah daerah sebesar 67,22%. Tingkat pengungkapan non finansial laporan keuangan
merupakan variabel dependen ketiga dalam penelitian ini. Tingkat pengungkapan non finansial laporan
keuangan meliputi lima kategori, yaitu: kebijakan fiskal; ekonomi makro; target anggaran daerah;
kinerja keuangan dan informasi non-keuangan lainnya dengan total pengungkapan sebanyak 30
pengungkapan. Nilai berkisar dari minimal 20% dan maksimal 80% pada 13 pemerintah kota dan
kabupaten yaitu Kota Jambi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Barito Selatan, kota Balikpapan, Kabupaten Sumbawa barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan
Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Probolinggo
mengungkapkan informasi non finansial laporan keuangan sebesar 80%. Rata — rata tingkat
pengungkapan non finansial laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 50,14%.

4.2.  Hasil Pengujian
Tabel 4.2. Hasil Regresi

Variabel Prediksi Mod.el_ 1(DISC) Modgl_z (DFIN) Mod_el'3 (DNFIN)
Tanda Coefficient P-Value  Coefficient P-Value Coefficient P-Value
(Constant) 58.927 0 72.883 0 35.2 0.377
IPM + 0.146 0.003** 0.15 0.00** 0.139 0.226
LnUKR + -0.245 0.656 -0.522 0.2 0.225 0.863
DEP + -0.028 0.279 -0.009 0.632 -0.061 0.329
Tipe + 0.146 0.853 0.15 0.797 0.14 0.941
Aud + 0.046 0.291 -0.04 0.21 0.192 0.063*
Adj R? : 0.029 0.05 0.008
F : 3.829 6.012 1.822
Sig. : 0.002 0.000 0.1072

**  Signifikan pada level 5%
* Signifikan pada level 10%
A model tidak layak

Pada Model 1 nilai Adujsted R Square dapat dilihat pada table 4.2 bahwa variabel bebas nilainya 2,9%
variabel dependen. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pembangunan manusia, ukuran
pemerintah daerah, ketergantungan, tipe pemerintahan dan jumlah temuan audit hanya menjelaskan
2,9%. Sisanya, 97,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada model. Meskipun adj R
tidak besar tapi uji statistik menunjukkan signifikansi, maka model dapat dikatakan layak secara
statistik (Gujarati, 2003). Pada Model 2 nilai Adujsted R Square dapat dilihat bahwa variabel bebas
nilainya 5% variabel dependen. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pembangunan manusia,
ukuran pemerintah daerah, ketergantungan, tipe pemerintahan dan jumlah temuan audit hanya

menjelaskan 5%. Sisanya, 95% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada model.

Hasil pengujian Model 3 tidak signifikan secara statistik yang berarti model 3 tidak layak. Selanjutnya,
penelitian ini melakukan regresi metode backward sebagai analisis lebih lanjut dengan tujuan

mengidentifikasi prediktor dominan dan model tertentu yang berpengaruh terhadap pengungkapan non
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finansial pada laporan keuangan (table 4.3). Metode ini dimulai dengan model yang berisi semua
variabel prediktor kemudiaan menghilangkan variabel yang tidak signifikan (Field, 2009). Nilai
Adjusted R Square variabel bebas 1,1% variabel dependen. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel
tingkat pembangunan manusia, ketergantungan, dan jumlah temuan audit hanya menjelaskan 1,1%.

Sisanya, 98,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada model.

Tabel 4.3. Regresi Metode Backward Pengungkapan Non Finansial Pada Laporan Keuangan

Coefficients?

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 35.200 39.777 .885 377
IPM 139 115 072 1.211 .226
1 LNUKR .225 1.308 011 172 .863
DEP -.061 .062 -.064 -977 .329
TIPE .140 1.879 .004 .075 941
AUD 192 .103 .085 1.865 .063
(Constant) 35.459 39.584 .896 371
IPM 134 .094 .070 1.421 .156
2 LNUKR 236 1.299 012 182 856
DEP -.061 .062 -.064 -.976 .329
AUD 192 .103 .085 1.866 .063
(Constant) 42.520 7.801 5.450 .000
3 IPM 136 .094 071 1.445 149
DEP -.068 .046 -.072 -1.477 140
AUD 191 .103 .085 1.865 .063
(Constant) 53.052 2.785 19.047 .000
4 DEP -.092 .043 -.097 -2.129 .034
AUD 179 .102 .080 1.751 .081

a. Dependent Variable: DNFIN

Pengujian secara parsial atau uji t pada Model 1 dan Model 2 menunjukkan hanya variabel jumlah
tingkat pembangunan manusia berpengaruh signifikan sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat
ketergantungan dan tipe pemerintahan dan temuan audit tidak berpengaruh. Pengujian secara parsial
atau uji t pada Model 3 menunjukkan hanya variabel jumlah temuan audit berpengaruh signifikan
sedangkan sedangkan tingkat pembangunan manusia,

ukuran pemerintah daerah, tingkat

ketergantungan dan tipe pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan.

4.2.1. Tingkat Pembangunan Manusia

Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah dan pengungkapan finansial tetapi tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan non finansial. Hasil penelitian ini mengindikasikan kualitas kehidupan masyarakat
sebagai principal yang semakin baik maka akan semakin tinggi tingkat kemampuannya dan bersikap
kritis dalam mengawasi tata kelola keuangan pemerintahannya sehingga pemerintah sebagai agen
berusaha menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel. Bukti ini mendukung
hasil penelitian Arifin (2014) bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif

dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
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4.2.2. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan,
pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan. Jumlah aset yang besar sering
menjadi kendala dalam melaporkan laporan keuangan bagi pemerintah di Indonesia karena belum
semua aset yang dimiliki pemerintah dicatat dengan baik. Sehingga semakin besar jumlah aset
semakin sulit dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak
mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.3. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan
tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan baik finansial atau non finansial. Hal ini dapat
disebabkan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak terlalu erat sejak otonomi daerah
sehingga tidak ada ada monitoring khusus pelaporan keuangan Pemda oleh Pemerintah Pusat sehingga
pemerintah daerah tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Susbiyani dan lain — lain (2014) dan Martani
dan Liestiani (2012) yang tidak menemukan pengaruh signifikan tingkat ketergantungan terhadap

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
4.2.4. Tipe Pemerintahan

Tipe pemerintahan baik kota dan kabupaten tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan, pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan keuangan sehingga tidak ada
perbedaan tingkat pengungkapan antara tipe pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan kabupaten
dan kota memiliki wewenang yang sama yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), Martani dan Lestiani
(2012) dan Arifin (2014) yang menemukan tipe pemerintahan bukan variabel prediktor signifikan dari

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
4.2.5. Temuan Audit

Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat total pengungkapan laporan keuangan dan
pengungkapan finansial. Hal ini dapat disebabkan pemerintah daerah belum sepenuhnya
menindaklanjuti rekomendasi atas hasil temuan audit BPK. Hasil pengujian ini mendukung Hilmi dan
Martani (2012) dan Arifin (2014) yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan.

Temuan audit ternyata berpengaruh terhadap pengungkapan non finansial laporan keuangan. Hal ini
dapat disebabkan pemerintah daerah menindaklanjuti dan mengungkapkan temuan yang menyangkut

kewajiban kontijensi dan kerugian yang mungkin terjadi dari kontrak/komitmen dengan pihak ketiga.
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Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam membuat komitmen kerjasama

dengan pihak ketiga agar tidak berpotensi kerugian negara.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, pengungkapan
finansial dan non finansial pada laporan keuangan serta faktor — faktor yang mempengaruhinya dengan
menggunakan variabel tingkat pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah, tingkat

ketergantungan pemerintah daerah, tipe pemerintahan dan temuan audit.

Tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks 81
item yang terbagi dalam 7 kategori yang berasal dari Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia (PP
No.71 Tahun 2010 Lampiran I1) untuk mengeksplorasi hubungan antara pengungkapan wajib (sebagai
diukur dengan indeks pengungkapan laporan keuangan) dengan variabel prediktor. Hasil penelitian ini
memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sektor publik yaitu dapat mengetahui seberapa jauh
tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilihat dari tingkat pengungkapan laporan keuangan di
pemerintah daerah secara keseluruhan, pengungkapan finansial dan non finansial pada laporan
keuangan pemerintah daerah. Informasi finansial dan non finansial pada laporan keuangan penting
karena masyarakat sebagai principal berhak mengetahui dan penyelenggaraan keuangan dan hasil dari
kinerja pemerintah daerah sebagai agent. Hal ini didukung oleh Undang — undang No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan

informasi mengenai penyelenggaraan negara.

Tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah dan pengungkapan finansial tetapi tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan non finansial pada laporan keuangan.

Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat total pengungkapan laporan keuangan dan

pengungkapan finansial namun berpengaruh terhadap pengungkapan non finansial laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian ini menggunakan cross-sectional daripada data longitudinal. Akibatnya, tidak

mendeteksi perubahan temporal praktik pengungkapan wajib oleh pemerintah daerah.

Penelitian lanjutan mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebaiknya
melakukan pengujian terhadap tujuh kategori pengungkapan sehingga dapat diketahui kategori yang
lebih mendominasi dalam pengungkapan laporan keuangan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat
merujuk pada SAP No 71 Tahun 2010 Lampiran | yang memuat pengungkapan laporan keuangan
berbasis akrual. Variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah seperti kompetensi politik, kondisi keuangan pemerintah daerah, jumlah auditor

internal dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
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